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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menentukan suatu mekanisme khusus berupa perijinan yang harus ditempuh oleh 

penyidik apabila tindak pidana yang terjadi diduga dilakukan atau melibatkan para 

penyelenggara negara. Mekanisme perijinan tersebut masih menemui berbagai 

kendala yaitu salah satunya izin yang tidak keluar. Ketentuan ini memberikan 

perlakuan yang berbeda antara pejabat negara dan warga negara biasa, sehingga 

tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (equality 

before the law) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

ketentuan perundang-undangan lain. Lalu diajukan permohonan pengujian 

undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 

73/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan tidak 

perlunya izin kepada Presiden apabila melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana, tindakan penyidikan yang 

dilanjutkan dengan penahanan terhadap pejabat negara memerlukan persetujuan 

tertulis dari presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan 

oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan 

penahanan dapat langsung dilakukan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

73/PUU-IX/2011 dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut.  

 

Metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 pihak 

Kejaksaan dan Kepolisian belum menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut, karena belum adanya perkara yang berkaitan dengan  putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut. Dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

menemui kendala atau hambatan karena prinsip dari Kejaksaan dan Kepolisian 

apabila ada undang-undang atau putusan akan dilaksanakan jadi dari segi undang-

undang atau aparatur penegak hukum tidak ditemui kendala. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini 

diharapkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan atau menerapkan 

putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan baik tanpa menemui kendala atau 

hambatan dalam penerapannya dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut jangan menjadi timbulnya sikap semena-mena bagi aparat penegak 

hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara, 

aparat penegak hukum harus tetap profesional, proporsional dan yuridis. Jadi 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memberikan kemudahan kepada 

aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

pejabat negara yang melakukan tindak pidana. 

 

 


